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ABSTRAK 
 

Mulia Gading. Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 
Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 
39/Pdt.P/2022/PA.Br) (dibimbing oleh H. Sudirman L., dan Wahidin).  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong 
masyarakat mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru, analisis teori 
maslahah terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam dan 
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca 
pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan Hakim 
Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br. 

Kualitatif deskriptif sebagai pendekatan yang dipilih oleh peneliti untuk 
menemukan informasi penting tentang permasalahan yang dibahas. Data yang 
diperoleh dilapangan melalui beberapa tahapan berdasarkan Teori Miles dan 
Hiberman mulai dari data dikumpulkan, direduksi, disajikan hingga dibuat suatu 
kesimpulan yang holistik. 

Sehingga, dari penelitian yang dilakukan maka dipahami bahwa: 1) Faktor 
yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca 
pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 
Kabupaten Barru yaitu faktor keinginan pribadi anak, mencegah pelanggaran syariat 
agama oleh anak, kondisi anak yang hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi 
keluarga, tingkat pendidikan, keadaan sosial dan budaya masyarakat, pemahaman 
keagamaan orang tua; 2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi 
Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br 
yaitu petimbangan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, persamaan didepan 
hukum, kesetaraan gender, non-diskriminasi, penghargaan terhadap harkat dan 
martabat manusia, penghargaan atas pendapat anak, hak hidup dan tumbuh kembang 
anak dan kepentingan terbaik anak serta demi mewujudkan kebaikan dan 
menghindari keburukan khususnya bagi sang anak; 3) Analisis maslahah mursalah 
terhadap perkara dispensasi kawin dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku saat ini jika ditinjauan hukum Islam telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat 
hukum Islam dan dalam penetapan dispensasi kawin tersebut dalam rangka 
pemeliharaan harta, keturunan, akal, jiwa dan utamanya bagi agama.  

 
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Putusan Hakim Pengadilan Agama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai mahluk sempurna diciptakan oleh Allah swt. dibekali 

dengan berbagai potensi dan kecenderungan untuk saling bersosialisasi, saling 

mengenal, bekerja bersama dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang 

sah berdasarkan syariat Islam. Perkawinan tidak sebatas mempersatukan 

manusia ataupun kontrak keperdataan biasa, namun lebih dari itu sebagai bentuk 

menjalankan sunnah Rasulullah saw. dan sarana yang paling legal untuk 

menyalurkan naluri biologis manusia sesuai panduan agama Islam sehigga 

menjadi nilai ibadah disamping pemenuhan hak dan pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab yang secara otomatis diemban oleh pihak yang menjalankannya. 

Nilai kesucian ikatan perkawinan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah 

swt. melalui ikatan kontrak keperdataan yang dilaksanakan. 

Pentingnya perkawinan menjadi benteng yang kuat untuk mengurangi 

maksiat atau perzinahan terjadi karena membuat manusia membatasi pandangan, 

memelihara kemaluan dan lain-lain serta tujuan lain dari pernikahan yaitu 

membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia, damai dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, bagi siapapun yang dianggap telah 

mampu dan demi menghindari pelanggaran syariat agama maka diwajibkan ia 

menikah. Rasulullah saw. tentu sangat bangga dengan banyaknya keturunan dari 

ummatnya dengan relasi seksual untuk berketurunan dan penyaluran insting 

manusiawi. Kokohnya ikatan perkawinan dalam pandangan Islam sebagai 

komitmen pasangan suami istri terhadap kehidupan yang dijalani dan 
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menjadikan ia anggota masyarakat yang terhormat dimata masyarakat yang lain. 

Berbagai dali-dalil tentang pernikahan sebagai salah satu perintah agama dan 

fitrah yang dimiliki manusia telah dijelaskan oleh Allah swt. salah satunya 

dalam Q.S. An-Nur/24: 32 . 

 ُ
لحِِيْيَ هِيْ عِباَدِمُنْ وَاِهَاۤى ِنُنْْۗ اِىْ يَّنُىًْىُْا فقُسََاۤءَ يغٌُِْهِنُ اّللٰ

ٌْنُنْ وَالصّٰ ًْنِحُىا الْْيَاَهٰى هِ ْۗ وَاَ  هِيْ ف َْۗلِ  

ُ وَاسِعٌ عَليِْنٌ   ٢٣وَاّللٰ

Terjemahnya: 

 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik 

laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
1
 

 

Sistem perkawinan yang dilakukan dilihat dari berbagai sudut pandang 

sosial, adat istiadat, hukum positif dan agama sebagai sesuatu yang kompleks 

menjadi perhatian karena dengan perkawinan melahirkan keluarga sebagai 

bagian terkecil dalam masyarakat. Berawal dari pelaksanaan perkawinan dengan 

dengan mengikuti hukum adat dan hukum agama yang dianut hingga dibuatlah 

hukum positif (negara) untuk mengatur tentang administrasi pencatatannya baik 

di KUA Kecamatan bagi pemeluk Islam dan agama yang lain dicatat di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

Secara lengkap perkawinan diatur secara lengkap dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku termasuk batas usia diperbolehkannya 

perkawinan. Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasl 7 ayat 1-3, berbunyi: 

 

                                                             
1
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 

494. 
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(1)Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun. 

(2)Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita 
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak 
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

(3)Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan 
melangsungkan perkawinan.

2
 

Berbagai pertimbangan kesehatan, sosial, ekonomi, sosial budaya, 

keagamaan serta kepetingan terbaik bagi anak dalam menentukan batas usia 

perkawinan. Tujuan perkawinan dilaksanakan dengan harapan kedua calon 

mempelai telah siap baik fisik maupun psikis sehingga harapan dilangsungkan 

perkawinan bisa terwujud. Kondisi pembatasan umur dibuat dan diberikan jalan 

keluar oleh Pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk bagi pihak yang ingin 

bermohon perkawinan tetap dilakukan maka beberapa tahapan mulai dari 

pendaftaran (permohonan), pemeriksaan hingga penetapan diterima atau 

ditolaknya permohonan dispensasi kawin apabila perkara tidak mampu 

memenuhi persyaratan permohonan dispensasi kawin kepada kedua belah pihak. 

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru terjadi di 

Indonesia. Berbagai penyebab terjadinya kondisi ini sangat bervariatif mulai dari 

sebab keadaan ekonomi, pemahaman budaya, rendahnya pendidikan, nilai-nilai 

keagamaan tertentu hingga keinginan orang tua ataupun anak serta penyebab 

lain sehingga memilih perkawinan tetap dilakukan. Penetapan berbagai regulasi 

untuk mencegah dampak yang dapat ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah 

umur maka ditetapkanlah regulasi oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Kendati demikian, masih 

dibuka peluang penyimpangan terhadap aturan dasar sehingga secara legal 

                                                             
2
Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.  
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perkawinan di bawah umur bisa menjadi sah dimata hukum positif. Diatur dalam 

Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, 

bahwa dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 dalam peraturan ini. Disebutkan bahwa orang tua pihak pria dan/atau 

wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat 

medesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Tentunya, demi 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada sang anak seperti 

pelanggaran syariah agama oleh anak dan kerasan-keresahan sosial masyarakat 

yang dapat ditimbulkan. 

Masih menjadi dilematis bagi masyarakat karena perkara pemberlakuan 

dispensasi kawin masih dianggap kontroversi jika dipandang secara hukum adat, 

hukum positif (nasional maupun internasional) dan hukum Islam. Berbagai 

perasalahan hukum ditimbukan oleh permasalahan tersebut. Pertama, sistem 

hukum satu dengan sistem hukum lain perlu dipeadukan atau diharmonisasi. 

Kedua, di Indonesia tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di bawah 

umur masih meenghadapi tantangan dan hambatan. Perspektif berbeda dari 

hukum Islam yang tidak menentukan batas umur tertentu bagi yang hendak 

melaksanakan perkawinan. Kemudian, ditinjau dari segi hukum positif 

fenomena ini dianggap tindakan yang melanggar hak-hak dengan dalil tidak 

sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, mengahalagi anak untuk 

berkreasi, belajar, bersosialisasi, menemukan potensi anak yang juga terhalangi 

akibabat perkawinan yang terlalu dini. Segala, pertimbangan tersebut perlu 

dipahami secara holistik dan mendalam bagi semua pihak baik pembuat 

penetapan, pihak orang tua dan utamanya bagi anak. 
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Mengindari pelanggaran syariat atau sebab yang lain yang dihadapi anak 

anak maka dibenturkan dengan kondisi anak yang secara emosional masih 

belum stabil. Perkawinan yang dilakukan memberikan konsekuansi tugas dan 

tanggung jawab bagi kedua pasangan suami istri nantinya. Jika kedua belah 

pihak hanya siap secara materi semata namun keduanya belum bersikap dewasa 

dan siap mental dalam menangani konsekuensi tugas tanggung jawab yang 

diemban maka akan memunculkan permasalahan baru. Tantangan mewujudkan 

perkawinan yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruhnya dengan 

pandangan membagun bangsa atau Negara yang bahagia dimulai dari keluarga 

yang bahagia. Jika pasangan suami istri tidak sanggup menghadapi 

permasalahan dan tantangan dalam berkeluarga maka permasalahan yang akan 

timbul adalah perceraian keluarga maka dampaknya tingginya perkawinan di 

bawah umur berbanding lurus dengan tingginya angka percerian yang terjadi. 

Fenomena sosial praktek perkawinan di bawah umur dianggap 

berdampak berbahaya dan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia yang dialami anak. Hal tersebut dinilai merusak hak otonomi anak 

khususnya pihak perempuan untuk hidup dan memperoleh keadilan gender 

seperti kaum laki-laki, ia bebas untuk bekerja, bebas mengembangkan diri dan 

menempuh pendidikannya, serta terhindar hari kekerasan dan paksaan baik fisik 

dan psikis. Hal miris juga menjadi fakta sosial penyebab terjadinya fenome ini 

karena orang tua berfikir bahwa anak yang dikawinkan walaupun disaat anak 

masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga bahkan 

diharapkan sebagai solusi permasalahan ekonomi yang dialami keluarga tanpa 

memandang dampak yang akan dialami anak dibawah umur jika perkawinan 

tetap dilangsungkan. Hak anak terhadap masa depan dirinya, kondisi yang 
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dialami perlu menjadi perhatian bagi orang tua. Jika memandang dalam 

perspektif agama Islam dijelaskan bahwa janganlah soseorang takut menikah 

karena alasan miskin sehingga dia menunda menikah karena Allah telah 

menyampaikan bahwa Allah swt. telah menjamin rezki hambanya apalagi 

perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw.
3
 

Anak merupakan amanah dari Allah swt. yang dititipkan kepada orang 

tua, sehingga anak tidaklah sepantasnya dipandang sebagai sebuah property atau 

aset keluarga sebab pemahaman demikian telah bertentangan dengan hak-hak 

anak dan merupakan aspek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh 

orang tua. Bahkan lebih miris lagi jika pihak orang tua menggunakan dalil atau 

terminologi agama yang pada kenyataannya disebabkan alasan permasalahan 

finansial keluarga. Anak sebagai penerus bangsa perlu menjadi perhatian 

bersama mulai dari pemenuhan hak-hak dasar anak untuk memperoleh 

pendidikan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk 

dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak rekriasi atau bermain, tidak 

dijadikan bahan eksploitasi, diberikan perlakuan adil dan tidak diskrimatif. 

Mencermati semakin meningkatnya kasus perkawinan dibawah umur di 

Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan memunculkan keresahan dan 

keperihatinan tersendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut berbagai upaya dan 

langkah pencegahan terus dilakukan pemerintah daerah bersama 

Kementerian/Lembaga terkait serta seluruh pihak utamanya orang tua agar 

mampu menciptakan lingkungan yang ramah anak, kualitas pendidikan formal, 

memberikan edukasi kepada anak terkait kesehatan reproduksi, serta 

memberikan tawaran dukungan ekonomi kepada anak dan keluarganya. Berikut 

                                                             
3
Liberus Jehani, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). h.28. 
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ini rekapitulasi data permohonan dispensasi kawin di  Pengadilan Agama Barru 

dari tahun 2017 hingga 2021: 

 

Gambar 1.1 Grafik Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Kabupaten Barru pada Tahun 2017-2021
4
 

Berdasarkan data di atas dikatahui perkara dispensasi kawin  di 

Pengadilan Agama Kabupaten Barru dengan rekapitulasi perkara mulai tahun 

2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 sebanyak 40 perkara, pada tahun 2018 

sebanyak 35 perkara, sebanyak 50 perkara pada tahun 2019, kemudian pada 

tahun 2020 sebanyak 100 perkara, dan pada tahun 2021 sebanyak 140 perkara. 

Berdasarkan data tersebut terlihat terjadi peningkatan perkara dispensasi kawin 

mulai tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dispensasi Kawin Pasca 

Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br)”. 

B. Rumusan Masalah 

                                                             
4
 Dokumentasi, Pengadilan Agama Kab. Barru, di Barru, 23 November 2021. 
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Berdasakan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi 

kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi 

Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 

39/Pdt.P/2022/PA.Br? 

3. Bagaimana analisis maslahah terhadap perkara dispensasi kawin dalam 

tinjauan hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk 

mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 

39/Pdt.P/2022/PA. Barru. 

3. Untuk mengetahui analisis maslahah terhadap perkara dispensasi kawin 

dalam tinjauan hukum Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan nilai guna dan 

manfaat, antara lain: 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan bidang hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di 

Indonesia khususnya permasalahan dispensasi kawin dan perkawinan di 

bawah umur. 

2. Diharapkan penelitian ini sebagai jawaban atas tantangan tentang fenomena 

perkawinan di bawah umur yang kian meningkat dari tahun ke tahun sehingga 

menjadi bahan evaluasi bersama baik dari pihak orang tua, pelaksana 

kebijakan dan pembuat kebijakan terkait pencegahan perkawinan dibawah 

umur. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian terkait, berikut pemaparan review studi terdahulu 

beserta persamaan dan perbedaannya. Pertama penelitian yang dilakukan oleh 

Syamsiah dengan judul penilitiannya “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Pinrang (Analisis Maslahah)”. Penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah 

di Pengadilan Agama Pinrang yang mengkaji 3 permasalahan yaitu prosedur 

pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, metode ijtihad hakim 

dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang dan 

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau 

menolak permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan field research 

dengan metode kualitatif deskriptif.
5
 

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama  

mengkaji tentang dispensasi nikah dalam hal bagaimana pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun setelah dibandingkan ada perbedaan 

mendasar dapat dilihat dari penelitian Syamsiah yang lebih fokus pada 

bagaimana menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam 

mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang bagaimana 

tingkat pengajuan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 

                                                             
5
Syamsiah, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang  

(Analisis Maslahah),” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi 

Hukum Keluarga: IAIN Parepare, Tahun 2020. 
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16 Tahun 2019, faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk 

mengajukan dispensasi kawin nikah pasca pemberlakuan  Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Selain itu lokasi 

penelitian yang dilakukan Syamsiah di Pengadilan Agama Pinrang sedangkan 

lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu Pengadilan 

Agama Kabupaten Barru. 

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari dari 

dengan judul Penelitian “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis 

dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)”, Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga 

dalam memberikan dispensasi kawin dan mengetahui faktor penyebab sehingga 

banyak terjadi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga serta 

untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian dispensasi 

kawin terhadap Pengadilan Agama Salatiga, pemohon dispensasi kawin dan 

pengaturan hukum Islam menurut ulama di masyarakat. Penelitian ini bersifat 

deskriptif dan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, serta 

dianalisisis menggunakan analisis kualitatif.
6
 

Adapun persamaan yang dikaji dalam penelitian Ambar Suci Wulandari 

yaitu sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah. Setelah diperiksa adapun 

perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci 

Wulandari bahwa dalam penelitiannya lebih fokus kepada aspek yuridis 

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan aspek 

sosiologis masyarakat di Salatiga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

                                                             
6
Ambar Suci Wulandari, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017. 
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oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang bagaimana tingkat pengajuan 

dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi 

kawin nikah pasca pemberlakuan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan 

Ambar Suci Wulandari di Pengadilan Agama di Salatiga sedangkan lokasi yang 

akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu Pengadilan Agama 

Kabupaten Barru sehingga tentu dari aspek sosiologis dimungkinkan akan ada 

perbedaan dan persamaan. 

Serta, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Afriana Ningsih dengan judul 

“Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru dalam Hukum Islam 

dan Medis”. Penelitian ini membahas tentang tingginya dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Barru ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan ilmu 

kesehatan. Pada penelitian ini juga di bahas dari dua sisi dampak postif dan 

negatif dari pernikahan di bawah umur.
7
 

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama  

mengkaji tentang dispensasi nikah Pengadilan Agama Barru. Namun setelah di 

bandingkan ada perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Ratih Afriana 

Ningsih lebih fokus pada bagaimana tingginya dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Barru ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan ilmu kesehatan 

dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji 

tentang bagaimana tingkat pengajuan dispensasi kawin pasca pemberlakuan 

                                                             
7
Ratih Afriana Ningsih, “Penetapan Dipensasi Nikah  Pengadilan Agama Barru dalam 

Pandangan Hukum Islam dan Medis,” Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas 

Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, faktor-faktor apa yang mendorong 

masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin nikah pasca pemberlakuan  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. 

B. Tinjauan Teori 

1. Konsep tentang Teori Maslahah 

Kalimat isim “Maslahah”  yang berbentuk masdar memiliki arti sama 

dengan kata al-shulhu. Maslahah ataupun al-shulhu juga disinonimkan 

dengan kata al-manfa’at yang berarti kenikmatan atau sesuatu yang akan 

membawa kepada kenikmatan.
8
 Diungkapkan dengan kata lain, tehsil al-ibqa. 

Kata tehsil dimaksudkan sebagai penghimpunan kenikmatan secara langsung, 

kemudian ibqa  dimaksudkan sebagai penjagaam terhadap kenikmatan 

tersebut dengan menghindarkan dari mudharat dan hal yang menjadi 

penyebabnya. Allah swt. sebagai Maha Menetapkan Hukum (Al-Hakam) 

syara’ tentu dengan tujuan memberikan manfaat yang besar bagi yang 

menjalankannya baik dengan tujuan menjag agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta untuk kemaslahatan yang besar bagi mahluk-Nya.
9
  

Ulama ushul juga mengemukakan pengetian lain secara etimologi kata 

maslahah dengan mengidentikkannya dengan kata manfaat, baik dari makna 

ataupun segi lafalnya. Manfaat yang diperoleh dari usaha seperti dalam 

kegiatan ekonomi juga dijelaskan dengan istilah ini. Berbagai ungkapan 

dalam penggunaan Bahasa Arab berhubungan dengan kata masalahah seperti 

ungkapan dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi 

                                                             
8
Muhammad Ma‟shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah 

Jombang, 2008), h. 116. 
9
Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 117. 
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banyak orang (nazaru fi masalih al-nas). Ataupun ungkapan senada dengan 

itu yaitu ada kebaikan dalam urusan itu (fil amri masalih an-nas).
10

 

Konsep tentang maslahah mencakup segala bentuk hukum baik 

mengatur hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial, budaya, adat 

istiadat juga menggunakan landasan hukum syara’ secara garis besarnya. 

Cakupan tersebut adalah jalan utama untuk mendapatkan kemaslahatan. 

Sehingga, aspek ibadah dianggap tidak termasuk dalam bahasan tersebut. 

Segi ibadah yang dimaksud adalah segala ibadah yang tidak memberikan 

ruang kepada akal untuk mencari malahah juznya dari tiap hukum yang ada 

di dalamnya karena ibadah bersifat penghambaan (ta’abbudi) yang senantiasa 

ingin dimurnikan khususnya bagi penganut aliran sufisme.
11

 

Para Ulama fiqih melakukan berbagai peneltian dalam upaya 

mewujudkan kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan baik di dunia 

maupun di akhirat. Kesimpulan penelitian yang mereka peroleh bahwa 

terdapat lima pokok yang mesti dijaga agar kebahagiaan diperoleh mulai dari 

menjaga tegaknya agama (hifdh al-din), menjaga jiwa (hift al-nafs), menjaga 

akal (hifdh al-aql), menjaga keturunan (hifdh al-nasl), dan menjaga harta 

(hifdh al-mall) sebagai bagian terakhir. Kendati demikian, dengan urutan 

yang ada seluruh upaya diusahakan manusia yang beriman untuk menjaga 

kelima hal tersebut.
12

 

                                                             
10

Muhammad Ma‟shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah 

Jombang, 2008), h. 117. 
11

Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 121-122. 
12

Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 

159. 
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Kelima hal yang diungkapkan di atas juga sering diistilahkan dengan 

al-khamsah maqāshid syariah. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

penulis menjelaskannya, sebagai berikut:
13

 

a. Menjaga agama (hifdh al-din) 

Menjaga agama dimaksudkan dengan upaya menjaga keberadaan 

agama Allah swt. yang pada intinya dilakukan mulai dari memperbaiki diri 

sendiri secara kaffah, kemudian menjaga keluarga dengan menatanya 

sesuai dengan ajaran agama. Kemudian, meberikan peringatan kepada 

kerabat yang terdekat hingga menuju kepada khalayak umum dengan 

mengajak kepada amar ma’ruf nahi munkar. 

b. Menjaga jiwa (hifdh al-nafs) 

Setiap manusia diwajibkan menjaga dan mempertahankan 

hidupnya. Manusia sebagai khalifah yang dipilih oleh Allah swt. untuk 

merawat bumi, menjaga hubungan dengan antar sesame manusia, menjaga 

kelestarian alam dengan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak merusak 

alam. Upaya menjaga jiwa yang dilakukan akan membawa manfaat yang 

akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dijelaskan bahwa siapa yang 

berbuat baik kepada orang lain maka seolah ia telah berbuat baik kepada 

dirinya. Perkawinan dalam Islam sebagai jalan yang dibenarkan oleh 

syariat demi menjaga kelangsungan hidup sebagai salah satu tujuannya. 

Berbagai upaya dilakukan manusia untuk menjaga jiwa dalam 

berbagai lingkup kehidupannya. Suami memenuhi kebutuahan sandang, 

pangan dan papan keluarganya. Contoh lain, agama menuntut satiap 

                                                             
13

M. Subhan,  et al., eds., Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah (Jombang: 

Lirboyo Press, 2013), h. 42-258 
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wilayah untuk mengangkat pihak yang berwenang untuk menjaga 

keamanan masyarakat. Upaya lain berupa pengangkatan juru hukum 

disetiap daerah demi menegakkan keamanan dan terciptanya keadilan 

sehingga bentuk perselisihan, pertikaian hingga pembunuhan yang 

menggunakan hukum rimba tidak terjadi sebagai perhatian khusus yang 

menjadi perhatian para ulama dan pemerintah. 

c. Menjaga akal (hifdh al-aql) 

Akal sebagai alat berfikir jiga menjadi perhatian untuk dijaga, akal 

seorang hamba menjadi penentu segala amalan perbuatan manusia sebab 

akal akan mengendalikan seorang mukmin. Bekal ilmu pengetahuan yang 

dimiliki seseorang akan menjadikannya lebih mulia dan diangkat derajatya 

mengungguli mahluk lain yang diciptakan oleh Allah swt. Dengan potensi 

akal manusia ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi dengan berbagai 

tugas, tanggung jawab serta diliputi segala bentuk hukum yang menjadi 

batasan dalam segala tindakannya. Akan yang diberikan itu menjadikan 

menusia memilih mengemban amanat sebagai khalifah di muka bumi. 

Berbagai dali tersebut menjadikan eksistensi akal menjadi sangat urgen 

utuk dijaga agar tidak rusak atau bahkan digunakan dengan sebabaik-

baiknya. 

d. Menjaga keturunan (hifdh al-nasl) 

Perkawinan yang sah dimata agama dan hukum merupakan bentuk 

menjaga keturunan atau menjaga kelangsungan regenerasi manusia di 

muka bumi. Manusia melakukan regenaris dengan reproduksi dengan 

pasangan yang halal baginya sehingga terhindar dari perbuatan zina yang 

menjerumuskan manusia. Perbuatan zini sebagai perbuatan keji 
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menyebabkan kehancuran garis keturunan, merendahkan martabat 

manusia, hingga merusak tetanan hidup dalam lingkungan masyarakat. 

Perkawinan yang sah tentunya akan mengangkat harkat dan martabat 

manusia.  

Perkawinan dalam Islam sebagai jalan yang sah untuk menjaga 

keturunan juga diatur secara lengkap salah satunya dengan melarang 

terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dianggap 

dapat merusak hifdh al-nash karena pernikahan tidak sah bahkan dianggap 

berzina jika melakukan hubungan suami istri, pertalian nasab ayah dengan 

anak akan terputus yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan nasab 

keluarga tidak terjaga. Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama 

akan mengalami dilema memilih agama orang tuanya bahkan bisa jadi 

memilih agama diluar agama Islam. Olehnya itu sebaga bentuk larangan 

yang disebutkan baik menghindari perzinahan dan perkawinan beda agama 

sebagai upaya memelihara terjaganya nasab keluarga. 

e. Menjaga harta (hifdh al-mall) 

Konsep menjaga harta dalam Islam merupakan perihal yang 

penting sebagai bagian dari maqashid syariah. Pentingnya menjaga harta 

sampai-sampai mengatur cara mendapatkan, menjaga, menggunakan 

hingga urusan pengembangannya. Bentuk menjaga harta yaitu dengan 

melarang mencuri, berlaku curang, mengambil harta orang lain dengan 

bathil dan menghindari riba. Larangan yang dibuat tentu dibarengi saknsi 

terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam Islam, harta dipandang 

sebagai sarana untuk memperoleh keridhaan Allah swt. dengan 
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melaksanakan zakat, infak dan sedekah. Walaupun harta bukanlah tujuan 

tanpa harta maka akan sulit memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat.  

2. Perkawinan 

a. Pengertian Perkawinan 

Kata dasar dari pernikahan dalam lisanul „Arab berasal dari kata 

كح- كاحا ن كح -ن ن زوج diartikan sama dengan ي  Akad nikah dinamakan .ت

كاح ن  :Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur 24/3 , ال

 

اًيِْ  مَ  الَصَّ ٌْنِحُهآَ الَِّْ شَاىٍ اوَْ هُشْسِكٌ وَۚحُسِّ اًِيةَُ لَْ يَ الصَّ ٌْنِحُ الَِّْ شَاًيِةًَ اوَْ هُشْسِمَةً وَّۖ لَْ يَ

 ٢ذٰللَِ عَلىَ الْوُؤْهٌِيِْيَ 
 

Terjemahnya: 

 

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina 

perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina 

perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki 

atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan 

bagi orang-orang mukmin. 

 

Ayat ini dita’wil bahwa pezina laki-laki tidak akan menikahi/ 

mengawini kecuali pezina perempuan begitu pula sebaliknya penzina 

perempuan tidak akan dinikahkan/dikawinkan kecuali penzina laki-laki. 

Walaupun terdapat golongan yang berpendapat bahwa makna كاح ن  ال

dalam ayat tersebut diartikan sebagai وطء  maka ,(persetubuhan) ال

menurut pendapat ini ayat ayat tersebut di atas diartikan “bahwa laki-

laki penzina tidak akan menyetubuhi kecuali perempuan penzina pula” 

Sedangkan makna tersebut jauh dari makna yang diinginkan oleh Al-

Qur‟an.
14
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Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk menunjuk proses 

generatif secara alami pada tanaman, hewan dan insan. Sedangkan 

istilah “nikah” hanya dilekatkan pada manusia sebab mengandung 

keabsahan secara hukum baik hukum Negara, adat dan terutama sah 

berdasarkan hukum agama.
15

 

Secara etimologi (bahasa Arab) perkawinan memiliki arti nikah 

atau zawaj. Dalam kehidupan sehari-hari kedua kata ini biasa digunakan 

oleh orang Arab serta terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadis Nabi saw. 

Berbagai arti dilekatkan dengan kata al-Nikah seperti kata al-Wath’I, 

Al-Dhammu, Al-Tadakhul, al-Jam’u atau diibaratkan dengan istilah 

bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad (‘an al-wath 

wa al aqd). Secara istilah (terminologi), perkawinan berarti akad yang 

dilakukan sehingga diperbolehkannya terjadinya persetubuhan 

(istimta’) dengan dengan seorang perempuan. Wanita yang disetubuhi 

bukanlah dengan yang diharamkan baik sebab susuan maupun sebab 

keturunan.
16

 

Perkawinan juga dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin sebagai 

suatu ungkapan tentang akad lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-

syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan telah dikenal 

oleh masyarakat.
17

 (‘ibratun ‘an al-‘aqdi al-masyhur al-musytamili’ ala 

al-arkan wa al-syuruth). Pengertian lain senada dengan penjelasan di 

atas adalah definisi dari Abbas Mahmud al-Aqqad bahwa istlah 
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 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. II; Jakarta: 

PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 7. 
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 Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 11. 
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 Taqiyuddin Abu Bakar. Kifayah Al-Akhyar, (Juz II; Surabaya: Al-Haromain, 2005), h. 36. 
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perkawinan sebagai bentuk perjanjian atau kesepakatan untuk bergaul 

atau bercampur (jima’) dengan sebaik-baiknya sesuai anjuran agama 

Islam antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan status sah 

sebagai pasangan suami-istri.
18

 

Negara telah membuat perturan tentang perkawinan yang dimuat 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 1 dalam atuan 

ini mengungkapkan penjelasan tentang perkawinan sebagai ikatan lahir 

batin antara sorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah 

tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
19

 Tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah 

tangga yang damai, tentram, cinta kasih dengan penuh harapan dan 

diwarnai perasaan saling menyayangi. 

Definisi lain tentang perkawinan dimata hukum sebagai aspek 

dengan akibat hukum, sehingga dengan dilangsungkannya perkawinan 

maka seorang pria maupun wanita memperoleh haknya dan mampu 

melaksanakan kewajiban disertai hubungan pergaulan yang dilandasi 

saling tolong menolong antara keduanya. Pelaksanaan perkawinan 

sebagai bentuk menjalankan perintah Allah swt. dan sunnag Rasulullah 

saw. sehingga dengannya memperoleh keridhaan Allah swt., serta 

kesejahtaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
20

 

Berdasarkan berbagai penjelasan perkawinan di atas perkawinan 

dapat dibahas dalam arti luas maupun arti sempit. Penghalalan 
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 Syauqi Nawawi. Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami, dalam Chuzaimah 

T.Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ(ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), h. 112. 
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Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, h.14. 
20

Rusdaya Basri. Fiqih Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, h. 5. 
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hubungan badan antara soerang pria dan wanita sebagai arti sempit 

perkawinan. Sedangkan, ikatan (akad) antara seorang pria dan wanita 

yang diliputi aspek akibat hukum untuk mewujudkan rumah tangga 

(keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan dirahmati serta 

diridhai oleh Allah swt. dengan menjalankan fungsi keluarga baik 

sebagai bagian dalam tatanan sosial kemasyarakatan ataupun sebagai 

ikatan dua orang yang hidup bersama secara intim dengan ikatan yang 

sangat kuat. 

b. Dasar Hukum Perkawinan 

Akibat dari perkawinan yang dilakukan tentu berakibat hukum 

sehingga tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum yang mengatur 

hubungan antar manusia dengan sesamanya. Mulai dari kebutuhan 

biologis antar sesame manusia, disertai hak dan kewajiban yang 

kerkaitan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Sebagai 

sunnatullah perkawinan berlaku untuk semua mahluk-Nya baik 

dilakukan oleh hewan, tumbuhan dan khususnya bagi manusia. Sebab 

jalan ini diberikan oleh Allah swt. sebagai jalan bagi mahluknya untuk 

melestarikan hidupnya dan berketurunan. 

Segala sesuatu diciptakan oleh Allah swt. berpasang-pasangan 

sebagai bentuk tanda kebesaran-Nya. Arti diciptakan berpasangan 

bahwa penciptaan dalam bentuk berlainan dengan sifat saling 

bertentangan serta dibalik itu merupakan pelengkap sesuatu yang lain. 

Bentuk penciptaan ini agar manusia berfikir tentang keesaran Allah swt. 

sesuai dengan pernyataan Allah swt dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 49: 

 ٩٤وَهِيْ مُلِّ شَيْءٍ خَلقٌَْاَ شَوْجَيْيِ لعََلَّنُنْ ترََمَّسُوْىَ 
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Terjemahnya: 

 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah)”
21

 

 

Perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya memiliki hukum 

mubah (diperbolehkan) dan dapat berupah tergantung dari seberapa 

besar manfaat atau kemaslahatan yang ditimbulkan. Kemaslahatan 

perkawinan menurut Imam Izzudin Abdussalam dibagi menjadi tiga 

bagian, antara lain:
22

 

1) Maslahah yang besar kenapa perkawinan menjadi wajib bagi hamba 

Allah swt. karena memberikan kemaslahatan bagi individu berupa 

kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tingkatan maslahah wajib dibagi 

menjadi beberapa antaranya masalahah yang utama (fadhil), paling 

utama (afdhal) dan tengah-tengah (mutawassith). Kemaslahatan 

yang paling utama ditetapkannya perkawinan adalah nilai kemuliaan, 

menghilangkan dampak mafsadah terburuk berupa (kerusakan, 

kebinasaan, ataupun tindakan pelanggaran hukum), dan dapat 

mendatangkan manfaat yang terbaik bagi manusia. 

2) Maslahah disunnahkannya perkawinan hamba Allah swt. karena 

memberikan nilai kebaikan kepadanya. Maslahah ini berada sedikit 

dibawah maslahah wajib. Perkawinan disunnahkan oleh syar’i 

bahwa menjalankan perkawinan sebagai bagian dari sunnah 

Rasulullah saw. untuk menjaga pandangan dan kemaluan dari 
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tindakan pelanggaran syariat. Maslahah yang berada satu tingkat 

dibawah kemaslahatan sunnah adalah kemaslahatan mubah. 

3) Maslahah mubah, segala ketentuan hukum tentu tidak dapat 

dipisahkan dari besarkanya nilai kemanfaatan atau menghindarkan 

diri dari mafsadah. Maslahat mubah dijelaskan oleh Imam Izzudin 

sebagai kemanfaatan yang dapat dirasakan langsung. Perkawinan 

yang dilakukan dianjurkan tetapi tidak ada jaminan pahala. Seperti 

maslahah yang lain dengan tujuan memperoleh manfaatdan menolak 

kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’. 

Sehingga, dipahami bahwa maslahah memiliki tingatan yang 

jelas yaitu tingkatan maslahah taklif fi’li (maslahah taklif perintah), 

taklif kaff (taklif larangan) dan taklif takhyir. Tingkatan maslahah taklif 

larangan yaitu mecegah kemudaratan dan menolak kemafsadatan. 

Penyebab perbedaan tingkatan kemaslahatan disini sesuai dengan 

dampak negatif yang ditimbulkan dan kadar kemampuan merusaknya. 

Akibat yang ditimbulkan perkara makruh tentu lebih kecil dari 

kerusakan, kebinasaan, ataupun tindakan pelanggaran hukum dari 

perkara haram. Meskipun pada perkara makruh ataupun haram 

berbeda dalam tingkatannya tergantung kadar kemafsadatannya. 

Sebagai contoh keharaman mencium atau merangkun wanita yang 

bukan muhrim lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan zina 

meskipun dalam hukum keduanya sama-sama sebagai bentuk 

perbuatan yang diharamkan.
23
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Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 57. 



24 

 

 

 

 

Kendati demikian, hukum dimubahkannya perkara perkawinan 

sebagai hukum asal. Namun, hukum dapat berubah menjadi hukum 

lain tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh manusia. 

Pembagian hukum perkawinan terdiri dari lima (ahkamal-khamsah), 

menurut situasi dan kondisi:
24

 

a) Wajibnya hukum perkawinan bagi orang telah mampu yang 

semakin menambah ketaqwaannya. Wajibnya perkawinan bagi pria 

maupun wanita yang telah mampu dengan tujuan menjaga jiwa dan 

menghindarkan diri dari perbuatan zina (haram). Hukum wajibnya 

terjadi karena telah wajib dari segi usia, tidak memiliki halangan, 

dan khawatir terjadi perzinahan. 

b) Haramnya hukum perkawinan bagi pria maupun wanita yang tahu 

bahwa ia belum dapat menjalani hudup berkeluarga dengan 

kewajiban-kewajiban yang akan diembannya seperti mampu 

menafkahi, pekaian, tempat tinggal dan kewajiban secara batiniah 

yakni menggauli istri. Haramnya perkawinan bisa terjadi apabila 

dengan perkawinan maka istri dan anaknya akan tidak diurus dan 

ditelantarkan. 

c) Disunnahkannya hukum perkawinan bagi laki-laki maupun 

perempuan yang sudah mampu dan memiliki kemampuan namun 

belum juga melaksanakannya. Jika perkawinan tidak dilaksanakan 

orang ini mampu menghindarkan diri dari perbuatan zina sehingga 

walaupun ia belum menikah ia mampu menjaga diri dan 

kemaluannya dari pelanggaran syariat Islam. 
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d) Hukum mubahnya perkawinan bagi pria maupun wanita yang tidak 

berhalangan untuk menikah dan ia mampu menahan diri dari 

perbuatan zina. Sehingga dalam hakum belum wajib menikah dan 

tidak dalam kondisi yang diharamkan untuk menikah maka 

statusnya ia mubah untuk menikah. 

e) Hukum makruhnya perkawinan bagi seseorang apabila ia mampu 

menahan diri dari perbuatan zina namun belum mampu memenuhi 

kewajiban memberi nafkah dan menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang suami. 

Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh gambaran tentang 

dasar hukum perkawinan dalam Islam. Perkawinan bisa menjadi 

makruh, mubah, sunnah, haram bahkan menjadi wajib tergantung 

besarnya maslahat atau mafsadat yang dapat ditimbukan dari 

perkawinan yang dilaksanakan. 

c. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Sah ataupun tidaknya suatu perbuatan berdasarkan perspektif 

hukum Islam berhubungan dengan terpenuhinya rukan dan syarat. 

Demikian pula hanya dengan pelaksanaan perkawinan dengan rukun 

dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat memiliki kandungan 

makna yang serupa bahwa keduanya adalah sesuatu yang harus 

diadakan. Rukun dan syarat perkawinan misalnya diharuskan terpenuhi 

atau tidak boleh kurang karena jika tidak maka perkawinan akan 

menjadi tidak sah. 

Walaupun demikian, kedua hal ini mengadung makna yang 

berbeda satu dengan yang lain. Rukun dipahami sebagai sesuatu yang 
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berada di dalam pekerjaan dan merupakan unsur atau bagian darinya. 

Sedangkan, syarat merupakan sesuatu yang berada di luar dan tidak 

merupakan unsur darinya. Syarat ini bagian yang berdiri sendiri artinya 

bukan merupakan bagian dari unsur-unsur rukun tersebut. Sedangkan 

rukun tidak dapat dipisahkan dengan syarat dalam pengertian bahwa 

berlakunya syarat untuk setiap unsur yang menjadi rukun tersebut. 

Rukun dan syarat dalam perkawinan menurut kalangan ulama 

terjadi perbedaan pendapat tetapi perbedaan tersebut bukanlah pada hal 

yang substansial. Terjadinya perbedaaan pemahaman karena perbedaan 

memandang fokus perkawinan itu sendiri. Persamaan pendapat ulama 

tentu menjadi perhatian utama dalam suatu perkawinan mulai dari 

adanya akad perkawinan, ada pihak pria yang hendak kawin, wanita 

yang hendak kawin, ada wali dari mempelai wanita, ada saksi yang 

menyaksikan akad nikah, serta adanya mas kawin atau mahar.
25

 

Para Ulama Syafi‟iyah menjelaskan tentang perkawinan sebagai 

keseluruhan secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan 

segala urusannya, tidak hanya sebatas akad nikah semata. Rukun 

perkawinan merupakan segala hal yang mesti terwujud dalam suatu 

perkawinan. Perkawinan memiliki unsur pokok seperti pihak laki-laki 

dan perempuan yang hendak menikah, terjadi akad perkawinan, wali 

yang menikahkan, dua orang saksi yang menyaksikan perkawinan yang 

dilaksanakan ataupun hadir sebagai saksi pada saat akad nikah. Secara 

lengkap makan penjelasan tentang rukun perkawinan, sebagai berikut: 
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1) Calon mempelai pengantin pria, 

2) Calon mempelai pengantin wanita,  

3) Wali dari pihak calon mempelai wanita,  

4) Dua orang saksi,  

5) Dan adanya ijab qabul. 

Walaupun tidak termasuk ke dalam rukun perkawinan mahar 

haruslah ada, sebab mahar tidak mesti diucapkan dalam akad 

perkawinan dan tidak harus diserahkan pada saat akad dilangsungkan. 

Sehingga, mahar merupakan bagian yang termasuk ke dalam syarat 

perkawinan. Namun, suami haruslah memberikan mahar kepada 

istrinya jika tidak suami akan berdosa karena mahar merupakan hak 

istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. 

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan tidak 

membahas sama sekali tentang rukun perkawinan. Undang-undang 

perkawinan hanya membahas syarat-syarat perkawinan, yang pada 

dasarnya syarat yang disebutkan berhubungan dengan rukun dan unsur-

unsur perkawinan. Kompilasi Hukum Islam membahas secara jelas 

tentang rukun perkawinan tertuang pada Pasal 14, secara keseluruhan 

rukun yang disebutkan mengacu fiqh mazhab Syafi‟i dengan tidak 

mencantumkan mahar kedalam rukun. Di antara kelima rukun yang 

disebutkan, rukun yang paling penting yaitu akad yang mengadakan 

dengan yang menerima akad (ijab qabul). Untuk memahami secara 

lengkap sangat penting membahas syarat-syarat yang ada pada setiap 

rukun nikah, antara lain: 

a) Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria 
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Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria 

mengacu pada syari‟at Islam, berdasarkan hasil kesepakatan para 

ulama, di antaranya: 

 
(1) Calon suami menganut agama Islam 
(2) Calon suami secara jelas (betul) bahwa ia laki-laki 
(3) Calon mempelai laki-laki diperbolehkan oleh hukum syar’i 

dengan calon istri (bukan mahram) 
(4) Calon mempelai mengenal/mengetahui calon istrinya 
(5) Tidak terpaksa (rela) melakukan perkawinan  
(6) Tidak sedang melakukan ihram 
(7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri 
(8) Tidak memiliki istri empat saat perkawinan. 

b) Syarat Calon Mempelai Perempuan: 

(1) Beragama Islam atau ahli kitab 
(2) Bukan khusta (banci), secara jelas ia seorang perempuan, 
(3) Perempuan itu tentu oranya 
(4) Perempuan yang hendak dinikahi halal dinikahi calon suami 
(5) Tidak dalam masa ‘iddah dan tidak pula mempelai perempuan 

dalam ikatan perkawinan, 
(6) Berdasarkan iktiyar/tidak terpaksa 
(7) Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah 

c) Syarat-syarat wali 

Perkawinan dilangsungkan oleh pihak wali mempelai wanita 

ataupun wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, 

adapun syaratnya: 

(1) Wali adalah seorang laki-laki, 
(2) Beragama Islam 
(3) Baligh 
(4) Berakal 
(5) Seorang yang adil (tidak fasik) 

d) Syarat-syarat saksi 

Persyaratan saksi yang mengahadiri akad nikah, haruslah: 

(1) Terdiri dari dua orang laki-laki 

(2) Beragama Islam 
(3) Sudah Baligh, 
(4) Berakal 
(5) Melihat dan mendengar 
(6) Paham atau mengerti akan maksud akad nikah. 
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e) Syarat-syarat ijab qabul 

Diwajibkan ijab qabul perkawinan dilaksanakan dengan lisan. 

Ikatan atau perjanjian perkawinan yang diucapkan sebagai bentuk 

akad nikah perkawinan. Namun, bagi orang yang tuna wicara ijab 

qabul tetap dapat dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang 

dapat dipahami. Dalam proses ijab qabul pihak wali memperlai 

perempuan yang melakukan ijab, sedang mempelai laki-laki atau 

wakilnya melakukan qabul.
26

 

Akad nikah kendaknya dilakukan dengan bentuk bahasa yang 

bisa dimengerti oleh pihak yang melakukan akad, penerima akad, 

pihak saksi, shighot hendaknya menggunakan ucapan yag 

menunjukkan waktu akad dan saksi. Ucapat shighot menunjukkan 

waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang 

menunjuk waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat menunjuk 

pada waktu yang akan datang.
27

 

d. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan dilakukan dengan tujuan utama untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan  adalah untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
28

 Secara lebih jelas tujuan 

perkawinan untuk memenuhi tuntunan naluri manusia, membentengi 
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akhlak yang luhur, menegakkan rumah tangga islami, meningkatkan 

ibadah kepada Allah swt dan memperoleh keturunan yang shalih.  

e. Prinsip-Prinsip Perkawinan 

Islam memberikan pandangan tentang beberapa prinsip 

perkawinan yang perlu menjadi perhatian agar perkawinan itu menjadi 

berarti dan bermakna dalam kehidupan manusia untuk mengabdi 

sebagai hamba Allah swt. Prinsip perkawinan dalam pandangan Islam 

yaitu melaksanakan dan memenuhi perintah agama, persetujuan dan 

kerelaan, perkawinan yang kekal untuk selamanya, serta suami mampu 

menjadi pemimpin dan bertanggung jawab kepada keluarga.
29

 

Kemudian, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelakan 

pula tentang asas atau prinsip-prinsip perkawinan, sebagai berikut:
30

 

1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan 

bahagia. Suami istri perlu untuk saling melengkapi dan membantu 

agar keduanya mampu saling memahami kepribadian masing-

masing dan saling bekerja sama untuk mewujudkan kesejahtraan 

secara material dan spiritual. 

2) Sah tidanya perkawinan yang dilaksanakan bilamana dilakukan 

berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. 

Perkawinan yang dilaksanakan harus dicatat secara administrasi 

sehingga legal dimata hukum sah berdasarkan agama yang dianut. 

3) Pihak Pengadilan dapat memutuskan apabila sorang suami hendak 

beristri lebih dari satu (menganit asas monogami) dengan 
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persyaratan dapat dipenuhi. Seperti pernyataan suami mampu 

berlaku adil dan istri pertama dan calon istri kedua tidak keberatan 

untuk dimadu. 

4) Untuk dapat melaksanakan perkawinan calon suami harus telah 

dewasa (matang jiwa dan raga) untuk mampu menjalani kehidupan 

berumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 

baik dan terhindar dari perceraian dan memperoleh keturunan yang 

saleh dan salehah. Maka, undang-undang menentukan batas usia 

bagi pria dan wanita yang hendak menikah yaitu 19 Tahun. 

5) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, 

kekal dan bahagia. Maka undang-undang menjelaskan prinsip 

perkawinan agar terhindar dari perceraian, jika pada akhirnya 

terjadi perpisahan menuntut perceraian maka disertai alasan yang 

jelas dihadapan persidangan pengadilan dan disetrai dengan bukti 

cerai dari pengadilan atau lembaga lain yang berwenang. 

6) Kedudukan istri dan haknya adalah seimbang dengan suami, baik 

dalam kehidupan pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan 

rumah tangga (prinsip kesetaraaan dan persamaan kedudukan). 

Sehingga, yang dikedepankan adalah memutuskan sesuatu 

berdasarkan hasil perundingan atau pembicaraan bersama suami 

dan istri. 

Berdasarkan urian penjelasan di atas tentang asas dan prinsip 

perkawinan menurut perspektif hukum Islam maupun perspektif 

undang-indang perkawinan dapat sejalan dan tidak bertentangan pada 

hal prinsipil. 
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3. Dispensasi Kawin 

a. Definisi Dispensasi Kawin  

Dispensasi yaitu pengecualian dari ketentuan yang ada 

disebabkan pertimbangan sehingga seseorang dibebaskan dari 

kewajiban atau larangan dari suatu hal. Sedangkan istilah kawin 

merupakan ikatan (akad) antara seoarang pria dan wanita yang 

dilaksanakan berdasarkan ajaran agama dan ketentuan hukum yang 

berlaku. Mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 

pasal 1 ayat (2) subg menyatakan bahwa Dispensasi Pengadilan Agama, 

adalah penetapan yang berupa Dispensasi untuk calon suami yang 

belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum 

mencapai 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
31

 

Kemudian pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 

3 Tahun 1975 disebutkan bahwa: Apabila calon suami belum mencapai 

umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak 

menlangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari 

Pengadilan. Perkara dibidang perkawinan tetapi calon suami belum 

berusia 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun sedangkan 

mereka ingin menikah dan untuk menikah diperlukan dispensasi dari 

Pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, 

keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus 
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hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi 

nikah ke Pengadilan Agama.
32

 

Dispensatie (dispensasi) yaitu suatu kedaan yang bersifat khusus 

dalam pengecualian untuk ketentuan umum sehingga seseorang 

diberikan kebebasan dari sebuah kewajiban serta larangan; berdasarkan  

aturan Admidistrasi Negara dispensasi yaitu: pelaksanaan Aparatur 

Negara yang Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang 

Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama 

dalam Melaksanaan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi 

yang Beragama Islam, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-

undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.
33

 

K. Wanjik Saleh menyatakan jika seseorang belum mencukupi 

umur untuk melakukan perkawinan maka diharuskan adanya surat 

dispensasi oleh Pengadilan Aagama dan ditunjuk oleh kedua bapak ibu 

calon mempelai. Dalam pasal tersebut, tidak memberitahukan sesuatu 

yang menjadi dasar suatu alasan yang penting, diibaratkan kebutuhan 

penting bagi  keluarga, maka bisa mendapatkan dispesasi. Sebab tidak 

disampaikan hal penting tersebut, dengan demikian orang orang 

gampang untuk mendapatkan dispensasi tersebut 

Dalam metodologis, tahapan untuk menentukan umur 

perkawinan didasarkan oleh metode maslahatmursalah, yaitu: 

maslahah yang tidak secara berlebihan (eksplisit) dan tidak ada dalil 
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yang membenarkan ataupun menerimanya.
34

 Namun seperti itu sebab 

sifatnya berupa ijtihad, dan sesungguhnya relatif, aturan itu tentu tidak 

bersifat kaku. Maksudanya aturan undang Undang Perkawinan tentang 

batasan umur perkawinan, hal seprti ini kapanpun bisa dilanggar dengan 

maksud mengakomodasi kejadian-kejadian yang lumra terjadi 

dilingkungan masyarakat, seperti perempuan yang telah dihamili oleh 

peria. Maka mesti harus dikawinkan agar keluarga tidak malu atau 

aibnya terjaga. Walaupun maslahah mursalah dijadikan dalam 

pengambilan dalil pengambilan hukum dan hijjasyari‟ah. Dibutuhkan 

kehati-hatian untuk menjadikannya sebagai kreteria landasan 

pengambilan hukum untuk disepakati. Maslahah mursalah dan  

hijjasyiah  mesti disadari bahwa dalam memutuskan hukum perlu 

didasarkan mujtahid sesuai dengan kaidah yang telah disepakati dan 

ditentukan oleh mujtahid. 

b. Pedoman Hukum tentang Dispensasi Kawin 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1-4 berbunyi: 

 
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. 
(2) Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 
orang tua pihak wanita dapat meminta  dispensasi kepada 
Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti 
pendukung yang cukup. 

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon 
mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 
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(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang 
tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan 
dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak 
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(6).

35
 

c. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin 

Berdasarkan Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia 

No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin Pasal 5-9 berbunyi: 

Persyaratan Administrasi  

Pasal 5 

(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi 
Kawin adalah: 

a. surat permohonan; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali; 
c. fotokopi Kartu Keluarga; 
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / 

atau akta kelahiran Anak; 
e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / 

atau akta kelahiran calon suami / istri; dan 
f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan / atau Surat 

Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.  
(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 

dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan 
dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status 
pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali. 

Pengajuan Permohonan 

Pasal 6 

(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin 
adalah Orang Tua. 

(2) Dalam hal Orang-Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin 
tetap diajukan oleh Kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang 
Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan 
Pengadilan. 

(3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut 
kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan 
Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua. 
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(4) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut 
kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan 
Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak. 

(5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa 
berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 7  

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, 
permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan 
agama Anak. 

 
Pasal 8 

Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, 
permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan 
calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu 
Orang Tua/Wali calon suami atau istri. 
 

Pasal 9 
(1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang 

berwenang. 
(2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan 

permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8. 

(3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud ayat (2) maka panitera mengembalikan 
permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. 

(4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud ayat (2) maka permohonan Dispensasi 
Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya 
perkara. 

(5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan 
Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (prodeo)

36
 

d. Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam 

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan 

perkawinan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, 

dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda 

itu. Al-Qur‟an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang 

akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan 
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kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Q.S. An- 

Nisa/4: 6 : 

ا الِيَْهِنْ اهَْىَ  ٌْهنُْ زُشْدًا فاَدْفعَُىْٓ ىٓ اِذَا بلَغَُىا الٌِّنَاحَۚ فاَىِْ اًٰسَْتنُْ هِّ
لهَنُْ ۚ وَلَْ اوَابْتلَىُا الْيتَٰوٰى حَتّٰ

بِدَازًا اىَْ يَّنْبسَُوْا ْۗ وَهَيْ مَاىَ غٌَيِاًّ فلَْيسَْتعَْففِْ ۚ وَهَيْ مَاىَ فقَيِْسًا فلَْ  يأَمُْلْ تأَمُْلىُْهآَ اسِْسَافاً وَّ

 ِ
 ٦حَسِيْباً  باِلْوَعْسُوْفِ ْۗ فاَذَِا دَفعَْتنُْ الِيَْهِنْ اهَْىَالهَنُْ فاَشَْهِدُوْا عَليَْهِنْ ْۗ وَمَفٰى باِلّلٰ

Terjemahnya: 

 
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 
(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 
hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) lebih 
dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari 
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka 
bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian 
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah 
kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu). Dan cukuplah 
Allah sebagai pengawas.

37
 

 

Cukup umur yang maksud untuk melaksanakan perkawinan dalam 

Islam setelah muncul keinginan untuk menjalani kehidupan berumah 

tangga dan telah siap menjadi kepala keluarga (suami). Sebaiknya anak 

yang hendak melaksanakan sunnah perkawinan ia sebaiknya mampu 

memelihara/mengurus harta kekayaannya. Para ahli hukum dan  fuqaha 

bersepakat menjadikan hal tersebut sebagai dasar ketentuan umum, apabila 

seseorang telah cukup umur pada usia tertentu sesorang dianggap mampu 

bertanggung jawab atas jalan yang dipilih dan memiliki kebebasan 

menentukan masa depannya sehingga dengan jelas baginya segala 

persoalan atau urusan yang dihadapi.. Ia mampu berfikir, 
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mempertimbangkan atau menentukan mana yang buruk mana yang terbaik 

baginya.
38

 

Sedangkan, kebalihan sorang wanita dapat diketahui setelah ia haid 

atau hamil. Pendapat tersebut merupakan kesepakan para ulama mazhab. 

Proses pembuahan antara ovum oleh sperma sehingga seorang wanita bisa 

mengalami kehamilan, sedangkan keluarnya sperma laki-laki atau mimpi 

basah kedudukannya sama dengan haid pada wanita. Mazhab Hanbali dan 

Syafi‟i berpendapat bahwa bukti balighnya seseorang dapat terlihat dengan 

tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Kedunya bersepakat bahwa usia baligh untuk 

anak perempuan dan anak laki-laki yaitu usia lima belas (15) tahun. 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut mazhab Hanafi bahwa 

ukuran baligh tidaknya sesorang tidak bisa dijadilan ukuran dengan 

tumbuhnya bulu-bulu ketiak sebab bulu ketiak tidak ada bedanya dengan 

bulu-bulu yang lain pada tubuh. Ukuran seorang anak laki-laki dikatakan 

baligh batas usia maksimal delapan belas (18) tahun dan minimalnya dua 

belas (12) tahun, sedangkan pada wanita usia baligh minimal Sembilan (9) 

tahun dan maksimal tujuh belas (17 (tahun).
39

 

Keabsahan suatu syariat dalam pandangan Islam apabila seseorang 

akil baligh. Akil baligh soerang muslim artinya ia telah bertanggung jawab 

sepenuhnya untuk menjauhi larangan Allah swt. dan melaksanakan 

perintahnya. Olehnya itu, seseorag belum bisa melaksanakan kabul secara 

sah dalam suatu akad perkawinan apabila seorang pria belum baligh. 

Menurut pandangan Ukasyah Athibi menyampaikan bahwa seseorang 
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dianggap telah pantas untuk melaksanakan perkawinan apabila ia telah 

mampu memenuhi syarat-syarat berikut ini:
40

 

a) Minimal dia sudah baligh (matang secara jasmani), mampu 

memberikan keturunan, tidak cacat atau bebas dari penyakit yang bisa 

membahayakan pasangan suami istri ataupun membahayakan 

keturunannya. 

b) Pihak calon pengantin laki-laki mampu membayar mahar, 

menyediakan tempat tinggal, makanan, munuman dan pakaian kepada 

calon istrinya sehingga ia dianggap memiliki kematangan keuangan 

atau finansial. 

c) Telah matang untuk melaksanakan perkawinan (perasaan), secara 

mental ia telah matang untuk memasuki bahtera rumah tangga sebab 

mereka akan dihadapkan berbagai problematika dalam kehidupan 

keluarganya sehingga ia haruslah matang secara emosi ataupun 

mental.  

d) Perkawinan yang dijalani membutuhkan pikiran yang tenang dan 

perasaan yang seimbang. Dalam pandangan Islam kematangan jiwa 

dan psikis seorang lebih ditonjolkan diabndingkan aspek fisik. Hal ini 

dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Ada 

tiga (3) tanda-tanda baligh atau seseorang dalam ilmu fiqh dianggap 

telah dewasa, yakni:
41
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(1) Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan 

perempuan. 

(2) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki. 

(3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia Sembilan 

tahun. 

Masa remaja saat individu menjadi matang secara seksual mulai 

usia 18 tahun-usia kematangan yang resmi dibagi ke dalam awal masa 

remaja, yang berlangsung sampai usia 17 tahun, dan akhir masa remaja 

yang berlangsung sampai usia kematangan yang resmi. Masa dewasa dini 

adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu 

masa yang penuh masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi 

sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perobahan nilai-nilai, 

kreativitas dan penyusuain diri pada pola hidup yang baru. Kumudian, 

masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 40 tahun.
42

  

Walaupun dalam fikhi klasik tidak ditemukan istilah pernikahan 

dini atau pernikahan di bawah umur, namun berdasarkan uraian di atas 

bisa diketahui bahwa pernikahan di bawah umur dalam fikhi kelasik 

adalah pernikahan anak yang belum balig. Bagi anak perempuan balig 

ditandai dengan darah menstruasi sedangkan anak laki-laki ditandai 

dengan mimpi basah. Kalau dibatasi dari segi umur anak perempuan 

sekitar usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan anak laki-laki sekitar usia 15-

16 tahun. Ini berarti bahwa sekitar usia 16 tahun gadis Indonesia sudah 

mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dengan asumsi bahwa haid 

pertama usia 14 tahun sedangkan peristiwa haid (menarche) dapat terjadi 
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dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan 

fisiknya.
43

 

e. Batas Usia Perkawinan dalam Medis 

Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kesehatan 

memiliki peran yang sangat berharga, sebab jika kondisi badan tidak sehat, 

maka manusia tidak bisa bekerja, melakukan hal yang menjadi 

kewajibannya terlebih jika dia telah menjadi seorang suami atau seorang 

isteri. Oleh karena itu, ketika akan melangsungkan pernikahan, maka hal 

yang harus diperhatikan adalah masalah kesehatan sekarang dan juga nanti 

setelah pernikahan. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, setiap 

perempuan juga berhak mengetahui masalah kesehatan reproduksinya. 

Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, jenis-jenis organ, penyakit 

apa saja yang berpotensial serta penyebab dan cara pencegahannya. Istilah 

reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali, produksi artinya 

menghasilkan. Jadi reproduksi berarti suatu proses melanjutkan keturunan 

pada manusia demi kelestarian hidup manusia.
44

 

Untuk mewujudkan keluarga yang maslahah, sakinah, mawaddah 

warahmah harus diawal dengan pernikahan dan dengan persiapan yang 

matang. Maksud dari persiapan matang di sini yaitu:
45

  

a) Siap secara fisik. Calon mempelai sudah cukup dewasa, laki-laki  

sebaiknya berusia 25-30 tahun, sedangkan perempuan pada usia  

20-25 tahun. Calon pengantin juga disarankan memeriksakan  

                                                             
43

 Rusdaya Basri. Fiqih Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, h. 278. 
44

 Sururin, Ulfah Masfufah, Alai‟ Najib. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon 

Pengantin, (T.tp.: T.p., 2017), h. 19-20. 
45

 Sururin, Ulfah Masfufah, Alai‟ Najib, Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon 

Pengantin, (T.tp.: T.p., 2017), h. 6-7. 



42 

 

 

 

 

kesehatan fisiknya, dalam artian salah satu pasangan tidak  

mengidap penyakit terlebih penyakit menular atau penyakit  

keturunan. 

b) Siap secara mental, bahwa perkawinan adalah kehidupan baru  antara 

dua orang yang berbeda. Tentu saja mental calon pengantin  

harus siap memasuki bahtera hidup baru itu. Sikap tenggang rasa  

dibutuhkan,menunjukkan kelebihan pasangan daripada kekurangannya, 

lebih menekankan kebersamaan daripada sikap individual. 

c) Siap secara sosial, dimana calon pengantin mampu berhubungan baik 

dengan anggota keluarga, tetangga dan lingkungan secara lebih luas.  

Pernikahan di bawah umur, menyimpan resiko cukup tinggi bagi 

kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan, yaitu 

resiko kanker mulut rahim. Perempuan yang menikah di bawah umur 

memiliki banyak resiko, sekalipun sudah mengalami menstruasi atau haid. 

Ada dua dampak medis yang sudah ditimbulkan oleh pernikahan di bawah 

umur, yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya.  

Selain itu, menurut perspektif klinis pernikahan dini berdampak 

buruk pada ibu dan anak yang dikandung. Menurut sudut pandang 

kesehatan, wanita yang menikah di bawah 18 tahun, dan mengalami 

kehamilan dapat membawa risiko tinggi pada kehamilan dan persalinan 

nantinya. Wanita-wanita ini akan menghadapi risiko kematian selama 

persalinan, dua hingga beberapa kali lebih besar daripada risiko kehamilan 

bagi wanita di usia dua puluhan. 

Wanita yang berusia di bawah 20 tahun tidak benar-benar siap 

secara fisik dan mental  menghadapi kehamilan dan persalinan. Menurut 
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perspektif yang sebenarnya, rahim dan panggul belum berkembang 

menjadi ukuran dewasa, sehingga mereka mungkin menghadapi tantangan 

dalam persalinan. Sementara itu, menurut perspektif psikologis, wanita 

belum siap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga 

kemampuannya dalam mengurus diri sendiri dan anaknya diragukan. 

Selain itu, kesehatan bayi dan anak yang buruk juga dipengaruhi usia ibu 

yang terlalu muda dikarenakan ketidak mampuan wanita muda secara fisik 

sehingga anak-anak yang dilahirkan ke dunia untuk ibu yang lebih muda 

dari 20 tahun memiliki risiko kematian yang sangat tinggi.
46

 

C. Kerangka Konseptual  

Bagian ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang 

satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti. 

Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan 

secara panjang lebar tentang dari masalah yang diteliti.
47

 

Permasalahan yang diteliti tentang dispensasi kawin pasca 

pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan 

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br) 

merupakan hal yang menjadi penting untuk dibahas sebab perkawinan 

merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan 

hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Sebelum 

lahirnya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi 
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orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum 

adat masing-masing. 

Setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai masalah 

perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membentuk suatu perkawinan di 

dalam undang-undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- 

syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan 

(syarat materiil) salah satunya ketentuan mengenai batas umur minimal 

tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Batasan ini di 

maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya 

batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengehendaki pelaksanaan 

perkawinan di bawah umur. 

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. 

Praktek ini sudah lama terjadi dengan sebab yang bervariasi, karena masalah 

ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama 

tertentu, dan lain-lain. Sehingga, demikian dalam hal perkawinan di bawah 

umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini 

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2019, bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria 
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dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung 

yang cukup”. Dengan pertimbangan agar menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya. 

Kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi 

secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan 

hukum internasional. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah 

hukum. Pertama, harmoninasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan 

sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan 

di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur. Di lain pihak, 

hukum Islam tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk 

melaksanakan perkawinan. Untuk itu jika ditanjau dari segi hukum positif di 

Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan 

berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya selain 

itu juga bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. 

Kasus pernikahan di bawah umur ini juga terjadi khususnya di 

Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sehingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui tingkat pengajuan dispensasi kawin pasca pemberlakuan  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten 

Barru; Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan 

dispensasi kawin nikah pasca pemberlakuan  Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru; dan untuk mengetahui 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin 

pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus 
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Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 

39/Pdt.P/2022/PA.Br. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep 

yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk 

skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.
48

 Dalam melakukan 

penelitian tentang dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 

16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br). Adapun kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. 

Moleong bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
49

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian deskriptif 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka, diantaranya naskah wawancara, catatan lapangan, foto, 

videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Laporan penelitian ini akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
50

 

Sedangkan menurut Hadari Nawawi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan metode deskriptif dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
51

 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menyajikan tentang Dispensasi 

kawin pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi kasus 
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putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br) 

sebagai lembaga yang berwenang memberikan dispensasi kawin di Kabupaten Barru. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang menjadi objek peneliti adalah di Pengadilan Agama Kabupaten 

Barru. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa terjadi peningkatan 

perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Barru selain itu tempat 

penelitian berlokasi tidak begitu jauh dari kampus IAIN Parepare maka penulis 

merasa lebih mudah untuk melakukan rangkaian kegiatan penelitian sesuai 

kebutuhan penulis. Adapun mengenai waktu, penelitian ini akan dilaksanakan dalam 

waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui 

penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai 

pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun fokus dalam penelitian akan mengkaji tentang faktor-

faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Kabupaten Barru, analisis teori maslahah terhadap perkara dispensasi kawin dalam 

tinjauan hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi 

Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 

39/Pdt.P/2022/PA.Br. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis Penelitian ini adalah field research, jadi data diperoleh dari lapangan. 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 
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diperoleh.
52

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data 

primer dan sekunder. 

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

informan atau narasumber yang dianggap mampu memberikan keterangan 

secara lansung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun 

yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah  3 Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Barru. 

2. Data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau 

data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi 

melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian 

ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan ilmiah, maka dipergunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi 

(analiysis documentasy), dan triangulasi/ gabungan. 

a. Observasi 

Observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai 

pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan alat indera.
53

 Bentuk observasi yang digunakan adalah 

bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tetapi mencatat apa yang 
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tampak sebagai pendukung hasil penelitian dengan pengambilan non 

partisipan.  

b. Wawancara 

Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-

pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai 

pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali 

data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik 

wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya 

pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan 

dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan 

kondisi di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh sejumlah data 

melalui pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti tertulis seperti 

buku, arsip, dokumen dan laporan yang mendukung penelitian. Adapun 

dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan 

fokus masalah yang akan diteliti.
54

 

d. Trianggulasi 

Peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yaitu terianggulasi 

teknik dan sumber. Trianggulasi teknik menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. Trianggulasi sumber data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang 
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memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam 

tentang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. 

Maka seumber informasi diperoleh melaui satu orang Hakim dan satu 

orang Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Barru serta dari pemohon 

dan termohon. 

2. Teknik Pengolahan Data 

Kemudian untuk menjaring atau menerjemahkan data-data lapangan 

sesuai dengan tujuan, rancangan, sifat penelitian serta kebutuhan untuk 

pengambilan keputusan maka peneliti melakukan pengolahan data dengan 

transkripsi, pengorganisasian dan pengenalan data. 

F. Uji Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk 

menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan 

tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh 

pengetahuan penelitian kualitatif.
55

 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus 

untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
56

 Agar data 

dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah 

perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat 

dilaksanakan. 
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1. Credibility 

Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, 

yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa 

tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua 

untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita 

dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.
57

 

2. Transferability 

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas (transferability) 

adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. 

Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil.
58

 Kemudian Moleong 

menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang 

bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk 

menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan 

memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil 

penelitian.
59

  

Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis 

bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan 

hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada 

penelitian ini diambil. 
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3. Dependability 

Sugiyono menyatakan bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan 

cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian.
60

 Pada penelitian ini 

nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan 

berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan 

mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan 

berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan 

dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian. 

4. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji 

confirmability penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas 

merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa 

dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak.
61

 

Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang 

dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar confirmability. 

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada 

objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data 

model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.
62

 Langkah-langkah analisis data tersebut dapat 

digambarkan dengan skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman
63

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni 

deskripsi dan refleksi. Sugiyono mengatakan bahwa pengumpulan data 

adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 

disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang 
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dijumpai.
64

 Sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, 

komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan 

rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan 

catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

terhadap beberapa responden penelitian. Tahap pertama peneliti melakukan 

pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan 

pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data 

yang didapat merupakan data valid.  

2. Reduksi Data (Data Reduction)  

Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses seleksi, 

pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang 

diperoleh di lapangan.
65

 Reduksi data dilakukan selama penelitian 

berlangsung, selama penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi 

data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak 

diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil 

dan diverifikasi. Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun 

secara urut dan tertata rapih.  

3. Penyajian Data (Data Display) 

Sugiyono menjelakan bahwa maksud penyajian data yaitu data dan 

informasi yang di dapat dari lapangan dimasukan ke dalam suatu matriks, 

kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian 
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di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah 

dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan.
66

 Penyajian data 

bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data 

yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. 

Tahap ketiga setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, 

maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data 

tersebut sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, 

pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan 

di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau 

dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan 

menyisipkan data yang dianggap masih kurang.  

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion, Drawing/ Verifying) 

Setelah display data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. 

Sugiyono mengukapkan bahwa penarikan kesimpulan adalah usaha untuk 

mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab 

akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi 

dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan 

agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.
67

 Tahap selanjutnya peneliti 

melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga 

data dapat mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi 

kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Kabupaten Barru 

Perkara dispensasi kawin  di Pengadilan Agama Kabupaten Barru dengan 

rekapitulasi perkara mulai tahun 2017 hingga 2021 terdapat 365 permohonan. Secara 

lebih rinci pada tahun 2017 sebanyak 40 jumlah permohonan dengan 1 ditolak dan 

39 diterima, pada tahun 2018 sebanyak 35 permohonan dengan 6 ditolak dan 29 

diterima, sebanyak 50 jumlah permohonan pada tahun 2019 dengan 2 ditolak dan 48 

diterima, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 100 permohonan dengan 6 ditolak dan 

94, dan pada tahun 2021 sebanyak 140 permohonan dengan 5 permohonan ditolak 

dan 135 diterima. Untuk lebih jelas penulis gambarkan pada grafik 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Permohonan Dispensasi Kawin yang Diterima dan Ditolak di 
Pengadilan Agama Barru Tahun 2017-2021
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Permasalahan pertama penulis mendeskripsikan tentang faktor-faktor apa 

yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca 

pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Kabupaten Barru. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan 

seperti Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru, Hakim, Panitera, Pemohon 

Dispensasi Kawin (Orang Tua Calon Pengantin), dan Calon Pengantin. Untuk lebih 

jelas penulis menjelaskan permasalahan ini berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan Panitera Pengadilan Agama Barru Bapak Muhammad 

Fajar Arief maka diketahui bahwa: 

 
Faktor-faktor yang mendorong atau masyarakat untuk mengajukan dispensasi 
kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di 
Pengadilan Agama Kabupaten Barru tentunya tidak berbeda sebelum 
berlakunya revisi Undang-undang ini. Sebabnyapun dilatarbelakangi beragam 
faktor mulai dari kesulitan ekonomi, hamil diluar nikah, menghindari 
pelanggaran syariat agama oleh anak, keadaan sosial budaya masyarakat 
hingga pendidikan atau pemahaman masyarakat serta hubungan kasih sayang 
antar remaja.

69
 

Kemudian, hal di atas dikonfirmasi oleh pemohon (orang tua calon pengantin) 

bahwa alasan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Barru karena sebab 

hubungan asmara anak yang sudah saling suka satu sama lain dan demi menghindari 

perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Islam, berikut jawaban informan: 

 
Saya mengajukan dispensasi di Pengadilan karena anak kami sudah menjalin 
hubungan pacaran selama setahunan lebih. Tentunya, kami sebagai orang tua 
khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan. Jangan 
sampai membuat malu pihak keluarga jika anak kami misalkan hamil yang 
belum sah menjadi pasangan suami istri. Menurut kami sebagai orang tua 
berkewajiban menikahkannya. Apalagi calon suaminya pada waktu itu sudah 
mamiliki pengahasilan sebagai petani.

70
  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sakkatang, bahwa: 
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Kami menikah karena sudah saling menyukai, kami menikah tanpa ada 
paksaan oleh siapapun. Kami bersyukur karena mendapat restu dari masing-
masing orang tua.

71
 

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

Hakim Pengadilan Agama Barru Bapak Muh. Risal M tentang faktor yang 

menyebabkan masyarakat mengajukan atau bermohon dispensasi kawin pasca 

pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Kabupaten Barru, beliau menjelaskan bahwa: 

Yang pertama, karena sudah saling suka, menjalin hubungan sebagai seorang 

kekasih. Sehingga orang tuanya berifikir dari pada saya terkesan membolehkan 

anak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka anak 

dinikahkan. Masalahnya, anaknya belum cukup umur. Sehingga dia 

mengajukan dispensasi kawin. Pergaulan bebas. Faktor yang menyebabkan 

tingginya permohonan dispensasi kawin de Pengadilan Agama Barru 

disebabkan pula keinginan anak sendiri untuk segera dinikahkan kepada kedua 

orang tuanya. Anak sudah merasa bahwa ia telah dewasa dan bisa membangun 

keluarganya nantinya. Terutama pihak calon pengantin laki-lakinya. Kami 

pernah menangani kasus pihak calon pengantin wanita telah cukup umur 

sedangkan pihak calon pengantin laki-laki masih dibawah umur. Anak laki-laki 

tersebut berfikir bahwa ia telah mampu menikah dan takut jika tidak 

dinikahkan saya melakukan pelanggaran syariat Islam. Selain itu disebabkan 

faktor ekonomi keluarga.
72

 

Penjelasan di atas diperkuat oleh Ibu Salmirati selaku Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten Barru, beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu: 

 
Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi 
kawin Pengadilan Agama Kabupaten Barru antara lain faktor saling suka sama 
suka, faktor kenakalan remaja yang menyebabkan kehamilan anak, 
menghindari pelanggaran syariat jika tidak dinikahkan, faktor kesulitan 
ekonomi orang tua, faktor pendidikan, keadaan sosial dan budaya yang terjadi 
di masyarakat. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi masyarakat 
mengajukan dispensasi kawin karena pemahaman agama orang tua untuk 
menjalankan syariat agama yang dianut sebagai sunnah Rasulullah saw dan ini 
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merupakan hal yang dipahami oleh sebagian besar umat muslim bahwa 
perkawinan yang dilakukan sebagai bentuk melaksanakan perintah agama 
bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah wajib menikahkannya.

73
 

Sejalan dengan hasil pengamatan atau observasi penulis diri beberapa 

persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin yaitu calon istri telah 

hamil sehingga harus segera dikawinkan, keinginan pribadi anak atau perasaan saling 

menyanyangi, menghindari anak akan melakukan pelanggaran syara’ (agama) jika 

tidak dikawinkan, permasalahan ekonomi keluarga dan keadaan sosial dan budaya 

masyarakat. Disebabkan pula minimnya pemahaman orang tua dan anak terhadap 

dampak negatif perkawinan di bawah umur.
74

 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin 

pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Kabupaten Barru yaitu faktor keinginan pribadi anak, mencegah pelanggaran syariat 

anak, kondisi anak yang hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, tingkat 

pendidikan, keadaan sosial dan budaya masyarakat, pemahaman keagamaan orang 

tua.  

Faktor yang menyebabkan masyarakat masyarakat untuk mengajukan 

dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Kabupaten Barru sejalan dengan pendangan Siskawati Thaib 

bahwa perkawinan dibawah umur terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor 

di antaranya faktor pribadi, keluarga, budaya, pendidikan, ekonomi dan hukum. 

Adapun penyebab utama masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin adalah 
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faktor pribadi hal ini terjadi karena  kenakalan remaja (seks bebas) yang 

mengakibatkan hamil diluar nikah, faktor keluarga adalah satu jalan yang dipikirkan 

keluarga yaitu menikahkan pasangan yang remaja di usia muda sekalipun keduanya 

masih menempuh pendidikan, Sedangkan faktor adat istiadat dikarenakan masih 

adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak 

lamaran maka akan menjadi perawan tua. 

Kemudian faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang 

memahami undang-undang tentang perkawinan mengenai syarat dan ketentuan 

pernikahan, kemudian faktor ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua 

menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, dan faktor 

hukum yaitu negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal 

negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya.
75

 

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah 

Pasca Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 

39/Pdt.P/2022/PA. Br 

Sebelum peneliti menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019. Maka terlebih dahulu peneliti mendeskripsikan bahwa 

dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan melalui 

keputusan Hakum kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk 

melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga menjadi legal dalam perspektif hukum. 
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Pentingnya pertimbangan hukum dalam menerima dan menolak pernikahan 

di bawah umur dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yang memiliki hak yang 

sama untuk tumbuh dan berkembang sehingga upaya-upaya yang dilakukan haruslah 

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk lebih jelas penulis 

menjelaskan permasalahan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada dua orang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru “Bagaimana 

pertimbangan hukum Bapak/Ibu sehingga menolak atau menerima permohonan 

dispensasi kawin dari pemohon?” Berikut ini jawaban informan: 

Kalau menolak, dalam menangani setiap perkara dispensasi kawin kami 

mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kondisi fisik anak dalam artian 

apakah anak sudah baligh atau haid, kondisi ekonomi, pendidikan anak, 

kondisi sosial anak apakah sudah layak atau siap apakah masih menjalani 

aktivitas sosial yang positif demi perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak 

masih ingin beraktivitas selayaknya anak pada umumnya. Banyak 

pertimbangan hakim harus mempertimbangan berbagai aspek yang disebutkan 

tadi. Kalau belum siap dan dianggap belum mampu mengemban tanggung 

jawab dengan pertimbangan tadi maka kami menolak. Bagitu pula sebaliknya, 

hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin karena pertimbagan psikologis yang sudah berfikir dewasa 

sudah dianggap mampu menjadi serorang suami atau istri, fisiknya sudah baik 

anak sudah baligh atau sudah menstruasi (haid) didukung pertimbangan dokter 

bahwa sang anak sehat secara fisik maka kami mengabulkan, kondisi sosial 

sudah bagus artinya dikawinkan atau tidak tidak akan berdampak besar pada 

kondisi sosial anak malah memberikan dampak maslahah yang lebih besar, 

faktor pendidikan dalam artian dikawinkan atau tidak maka pendidikan anak 

tetap dilanjutkan maka kami bolehkan.
76

 

Salain itu, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019, peneliti mengajukan petanyaan tentang “Apa saja dampak positif dan negatif 

perkawinan di bawah umur menurut Bapak/Ibu?” 
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Dampak positif perkawinan di bawah umur dilihat dari segi agama anak 

terhindar dari pelanggaran syariat. Pasangan akan mampu berkumpul atau 

berhubungan dengan pasangannya secara halal dan hidup bersama sesuai 

dengan anjuran agama. Anak telah menjalankan sunah Rasulullah saw yaitu 

menikah. Dampak negatifnya perkawinan di bawah umur yaitu angka kematian 

Ibu dan anak masih besar. Faktornya itu mengapa banyak ibu yang meninggal 

karena melahirkan anak disebabkan ia menikah terlalu cepat dan secara fisik 

belum layak atau mampu. Makanya salah satu yang harus menjadi 

pertimbangan hakim adalah faktor fisik. Walaupun metal atau psikologisnya 

bagus namun fisiknya belum siap maka jangan dikabukan.
77

 

Beliau juga mengungkapkan bahwa secara umum pertimbangan Hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang berdasarkan berbagai sudut pandang. Adapun 

pertanyaan peneliti tentang “Bagaimana pertimbangan Bapak/Ibu dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pembentukan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 pada Hasil Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 

39/Pdt.P/2022/ PA.Br?”berikut penjelasan beliau: 

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan berdasarkan 

pertimbagan dari segi normatif dari segi aturan perundang-undangan, perintah 

agama untuk melangsungkan perkawinan karena manusia disiptakan 

berpasang-pasangan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat khususnya demi 

pertimbangan kebaikan bagi anak. Jika dilihat berdasarkan maslahal atau 

memberikan dampak kebaikan atau manfaat. Artinya kami menerima atau 

menolak berdasarkan pertimbangan kemaslahatannya. Mana yang banyak 

maslahahnya itu yang diterima. Namun, banyak mudharatnya maka kami tolak. 

Jadi, apapun keputusan yang diambil berdasarkan kemaslahatannya 

berdasarkan pertimbangan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan lain-lain. 

Jika kita memutuskan diterima maka asas kemaslahatannya lebih besar dan 

kami tolak banyak mudharat yang ditimbulkan.
78

 

Selain itu, untuk memperoleh informasi lebih lengkap maka peneliti meminta 

penjelasan kepada Ibu Salmirati selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru. 
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Adapun pertanyaan yang diajukan tentang, “Bagaimana pertimbangan hukum 

Bapak/Ibu sehingga menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin dari 

pemohon? ” beliau menjelaskan bahwa: 

 
Tentu segala putusan yang kami tetapkan dalam persidangan haruslah 
mempertimbangkan bebagai aspek mulai dari kondisi anak (fisik maupun 
psikologis anak), mendengarkan pendapat anak, putusan yang diberikan juga 
haruslah didasari prinsip keadilan dan yang terpenting memiliki landasan 
normatif. Dalam pengambilan keputusan sudah ada pedoman kami mengadili 
permohonan dispensasi kawin yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2.

79
 

Beliau juga memberikan penjelasan bahwa: 

 
Dalam perkara tersebut kami sebagai Hakim juga telah memberi nasihat 
kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan 
orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum 
memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk 
dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya 
kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan 
potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada 
Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak 
Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon 
tetap pada permohonannya.

80
 

Hal ini sebagaimana terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa dispensasi kawin adalah 

pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 

19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pentingnya pertimbagan hukum dalam 

melaksanakan dan menolak pernikahan di bawah umur dalam rangka pemenuhan 

hak-hak anak yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sehingga 

upaya-upaya yang dilakukan haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 

anak. 
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Sehingga, setelah memeriksa perkara yang ada kami sebagai Hakim 

menjatuhkan penetapan  dispenasisi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 

39/Pdt.P/2022/ PA.Br yaitu mengabulkan permohonan pemohon, memberi 

dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sakkatang bin La Haddang 

untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Tedi Rahman bin 

Abd. Rahman; dan menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan 

perundang-undangan yang  berlaku”.
81

 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

berbagai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin 

pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Putusan 

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt.P/2022/PA.Br yaitu 

petimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, 

penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 

non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum sejalan dengan pertimbangan maslahah mursalah 

dalam pandangan tujuan ditetapkannya syariat Islam (maqasih al-syariah) yaitu demi 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta pertimbangan mewujudkan 

kebaikan dan menghindarkan keburukan kepada manusia khususnya bagi sang anak. 

Kemudian, pada Pasal 17 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga dijelaskan 

bahwa Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin haruslah 

mempertimbangkan perlindungan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-

undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, 
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dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian 

internasional terkait perlindungan anak. Selain itu, putusan Hakim tersebut juga 

sesuai dengan tinjauan hukum Islam yaitu adanya pertimbangan maslahah mursalah 

yaitu menjaga jiwa, keturunan, akal, dan harta.  

Kondisi serupa juga dialami di Pengadilan Agama Karananyar bahwa yang 

menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin yakni 

pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan 

yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan mengandung manfaat bagi pihak 

yang bersangkutan. Selain itu, jika ditinjau dari hukum Islam (maslahah mursalah) 

maka dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk 

memberikan kemaslahatan kepada kedua calon suami dan istri serta menjauhkan dari 

perzinaan yang dilarang agama.
82

 

Sudirman L. juga mengungkapkan bahwa pemberian dispensasi sehingga 

perkawin dapat berlangsung maka pengadilan agama haruslah mempertimbangkan 

bahwa jika diberikan disepensasi kawin kepada calon pasangan suami dan istri 

nantinya maka perkawinan yang dilangsungkan akan memberikan kebahagiaan dan 

kedamaian dalam rumah tangga, setiap anggota rumah tangga memahami dan 

menjalankan fungsinya masing-masing, mampu menciptakan suasana keagamaan 

dalam kehidupan rumah tangga, terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan 

terlaksananya fungsi pendidikan yang diberikan suami dan istri kepada anak-anaknya 

nantinya. Sebab, tanpa kesadaran suami dan istri dengan amanah dan tanggung 

jawabnya maka tentu pernikahan yang jalani nantinya rentan tercadi perceraian.
83
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C. Analisis Maslahah Mursalah terhadap Perkara Dispensasi Kawin dalam 

Tinjauan Hukum Islam 

Kemudian, permasalahan ketiga tentang analisis maslahah terhadap perkara 

dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam. Maka peneliti menguraikan hal di 

atas berdasarkan berbagai sumber rujukan dari berbagai sumber kitab, buku, jurnal 

dan lain-lain. Sebelum membahas lebih jauh analisis maslahah terhadap perkara 

dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam. Terlebih dahulu penulis menjelaskan 

tentang perkawinan dalam pandangan Islam. Perkawinan sebagai bentuk ajaran Islam 

yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya. Perkawinan sebagai syariat 

Islam tentu memiliki aturan-aturan  yang harus dipatuhi mulai dari rukun dan syarat 

sah dalam pelaksanaanya. Selain itu, perkawinan seorang muslim yang dilaksanakan 

diharapkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. dan memberikan kemaslahatan 

bagi umat manusia. 

Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi 

Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam 

berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur‟an secara konkrit tidak 

menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan 

hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana 

dalam Q.S. An- Nisa/4: 6 : 

ا الِيَْهِنْ اهَْىَالهَنُْ ۚ وَ  وَابْتلَىُا ٌْهنُْ زُشْدًا فاَدْفعَُىْٓ ىٓ اِذَا بلَغَُىا الٌِّنَاحَۚ فاَىِْ اًٰسَْتنُْ هِّ
لَْ تأَمُْلىُْهآَ الْيتَٰوٰى حَتّٰ

بِدَازًا اىَْ يَّنْبسَُوْا ْۗ وَهَيْ مَاىَ غٌَيِاًّ فلَْيسَْتعَْففِْ ۚ وَهَيْ مَاىَ فَ  فلَْيأَمُْلْ باِلْوَعْسُوْفِ ْۗ فاَذَِا دَفعَْتنُْ  يْسًاقِ اسِْسَافاً وَّ

ِ حَسِيْباً 
 ٦الِيَْهِنْ اهَْىَالهَنُْ فاَشَْهِدُوْا عَليَْهِنْ ْۗ وَمَفٰى باِلّلٰ

Terjemahnya: 

 
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 
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memakannya (harta anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan (janganlah 
kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa 
(di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari 
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia 
makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu 
menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi 
(tentang penyerahan itu). Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

84
 

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah 

timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin 

keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus 

harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli 

undangundang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas 

perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur 

usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. 

Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan 

mana yang buruk.
85

 

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti 

kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh 

sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. 

Syafi‟i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti 

baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan 

perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai 

bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-

bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak 

laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia 
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baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan 

tahun.
86

 

Di dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama 

keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil baligh, oleh 

karena itu seorang pria yang belum baligh belum bisa melaksanakan kabul secara sah 

dalam suatu akad nikah. Ukasyah Athibi, menyatakan bahwa seseorang dianggap 

sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat 

berikut:
87

 

1. Kematangan jasmani dalam artian dia sudah baligh, mampu memberikan 

keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan 

pasangan suami istri atau keturunannya. 

2. Kematangan finansial atau keuangan, artinya dia mampu membayar mahar, 

menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. 

3. Kematangan perasaan, artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan 

mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi 

pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada 

permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu 

membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.  

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam 

tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari 

pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam ilmu fȋqh, tanda-tanda 

baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:
88
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a. Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 

b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki. 

c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun. 

Masa remaja saat individu menjadi matang secara seksual mulai usia 18 

tahun-usia kematangan yang resmi dibagi ke dalam awal masa remaja, yang 

berlangsung sampai usia 17 tahun, dan akhir masa remaja yang berlangsung 

sampai usia kematangan yang resmi. Masa dewasa dini adalah masa pencaharian 

kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan 

ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa 

ketergantungan, perobahan nilai-nilai, kreativitas dan penyusuain diri pada pola 

hidup yang baru. Kumudian, masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 

40 tahun.
89

  

Walaupun dalam fiqih klasik tidak ditemukan istilah pernikahan dini atau 

pernikahan di bawah umur. Namun berdasarkan uraian di atas bisa diketahui 

bahwa pernikahan di bawah umur dalam fiqih kelasik adalah pernikahan anak 

yang belum baligh. Bagi anak perempuan baligh ditandai dengan darah 

menstruasi sedangkan anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau 

dibatasi dari segi umur anak perempuan sekitar usia 13 sampai 14 tahun, 

sedangkan anak laki-laki sekitar usia 15-16 tahun. Ini berarti bahwa sekitar usia 

16 tahun gadis Indonesia sudah mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dengan 

asumsi bahwa haid pertama usia 14 tahun sedangkan peristiwa haid (menarche) 

dapat terjadi dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan 

fisiknya.
90
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Kemudian, jika ditinjau dari maslahah mursalah terhadap perkara 

dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam dihubungkan dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 Ayat 1 berbunyi: perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun. Sehingga, berdasarkan aturan ini usia ideal untuk menikah adalah 

19 tahun tanpa adanya perbedaan antara pria maupun wanita. Sedangkan, dalam 

tinjauan hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur tentang usia seseorang 

untuk menikah. Hanya saja dalam pandangan Islam pernikahan dianjurkan 

apabila seseorang telah mencapai usia baligh, berakal, mumayyiz dan telah 

mapan secara finansial serta mampu membedakan mana yang baik dan buruk. 

Tentang batas umur 19 (sembilan belas) tahun sebagai ukuran sorang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggap telah diizinkan menikah 

dianggap telah sesuai dengan maslahah mursalah dalam Islam karena sesuai 

dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Selain itu, tidak dijelaskan secara 

rinci tentang dalil yang menyatakan diakui atau tidaknya namun yang terpenting 

dalam penetapan hukum tersebut mengandung nilai-nilai maslahah. Batas umur 

umur 19 (sembilan belas) tahun jika ditinjau dari tujuannya yaitu untuk menjaga 

jiwa dan menjaga keturunan sesuai dengan nilai-nilai maslahah mursalah dalam 

pandangan hukum Islam. Kemudian, pada usia tersebut jika ditinjau dari tingkat 

pendidikan seorang pria maupun wanita masih biasanya masih bersekolah 

sehingga apabila pernikahan dilaksanakan maka pendidikan anak tentu akan 

dipertaruhkan. Sebab menjadi pilihan untuk tetap melaksanakan pernikahan 

dengan konsekuensi meninggalkan sekolah dengan fokus mencari nafkah untuk 

keluarga atau tetap menunda pernikahan agar mampu menempun pendidikannya 

kemudian bekerja. 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Abdul Aziz 

bahwa batas usia nikah pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut 

tinjauan maslahah mursalah. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki 

berusia 19 tahun dan mempelai wanita berusia 16 tahun. Seiring berjalannya 

waktu ketentuan tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan 

keadaan saat ini baik dari segi psikologis, kesehatan biologis, pendidikan, 

maupun ekonomi. Batas usia perkawinan telah mengalami dua kali diajukan 

Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia menikah. 

Diungkapkan pula bahwa dalam pandangan Islam tidak mengatur batasan usia 

seserang bisa menikah. Dengan dinaikkannya usia perkawinan bagi perempuan 

menjadi 19 tahun, agar memberikan perlindungan terhadap anak yang masih di 

bawah umur agar lebih siap secara biologis maupun psikologis.
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan pada bab sebelumya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Kota Parepare sehingga yang menjadi objek penelitan 

yaitu para Hakim dan masyarakat di Kota Parepare yang mengajukan permohonan 

dispensasi kawin. Setalah peneliti melakukan langkah-langkah penelitian mulai dari 

mengumpulkan data, mereduksi, dan menyajikan data maka penulis membuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

A. Simpulan 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi 

kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Kabupaten Barru yaitu faktor keinginan pribadi anak, 

mencegah pelanggaran syariat agama oleh anak, kondisi anak yang hamil 

diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, keadaan 

sosial dan budaya masyarakat, pemahaman keagamaan orang tua.  

2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin 

pasca pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 

39/Pdt.P/2022/PA.Br yaitu petimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hak 

hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, 

penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan 

gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum sejalan dengan pertimbangan maslahah mursalah dalam pandangan 
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tujuan ditetapkannya syariat Islam (maqasih al-syariah) yaitu demi menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta pertimbangan mewujudkan 

kebaikan dan menghindarkan keburukan kepada manusia khususnya bagi 

sang anak. 

3. Analisis maslahah mursalah terhadap perkara dispensasi kawin dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jika ditinjauan hukum Islam dianggap 

telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Selain itu, tidak 

dijelaskan secara rinci tentang dalil yang menyatakan diakui atau tidaknya 

namun yang terpenting dalam penetapan dispensasi kawin tersebut dalam 

rangka pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

B. Saran  

Berdasarkan data dan informasi penelitian dan kesimpulan, ada beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan terkait perkara dispensasi nikah pasca 

pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi di Pengadilan Agama, 

antara lain: 

1. Kepada Hakim sebagai aparatur penegak hukum dalam menetapkan 

permohonan dispensasi agar lebih selektif dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat dipersempitkan 

lagi.  

2. Kepada Instansi pemerintah yang berwenang menangani pencegahan 

perkawinan pada usia anak dalam hal ini pihak lembaga Pengadilan Agama 

dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih mensosialisasikan perubahan 

Undang-undang No.16 Tahun 2019 agar apa yang menjadi tujuan dari 

perubahan Undang-undang tersebut dapat terealisasikan dengan baik. 
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3. Kepada semua elemen masyarakat terkhusus yang menjadi orang tua agar 

memperkenalkan dan menanamkan ilmu agama pada anak sejak dini. Ketika 

sudah memberi edukasi agama sejak dini maka akan menjadi benteng bagi 

anak dalam melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, beusaha mejauhkan 

diri dari dari hal-hal yang dilarang agama atau norma di masyarakat. 

Memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh pendidikan serta 

memberi dukungan supaya anak mampu menyelesaikan pendidikan minimal 

sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana yang 

menjadi program pemerintah wajib belajar 12 tahun. 
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